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,' Monimbang

IENTANG

PAJAK REKLA},{E.

PEMERIT'ITAH KABI'JPATEN KEDTRI

PERATUR"T{ D,{ERAH KABI]PATEN KEDIRI

].{O}v'lC)R I '[AHUI{ 2005

tl

DENGAN tLqHfuIAT'TUHAN YANG MAHA ESA

BUPr\tI KEDIRI,

a. bahwa Pqiak Deerah mgrBpakan salah satu surnbsr pendapatan asli daerah

yafig sangilt pEnting bagr pelaksanaan p6In6dntsha$ dan peningkatan

ponbangrman daerah;

b. bahwa Peraturen Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2001 tontang

P4iak ReklamE uu<lahtidak scguai tagi aehingga perlu ditifiiau kembali;

c. bahwa berdasarkail pertirnbangan sebagniiluma dimakvud dnlam fuu1uf a d;rn tr

pfflurnsmbentukPeraturanDaerahtcntangPqiakReklame;

1. undang-,undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan f)aerah-daerali

Kabupaten dalanr ljngkungan tt'opirui Jawa Timru' ;

2, undang-unclang Nomor l7 Tahrur 1997 tentailg Baclan Penyele;aian stnglceta

Pqiak(LffilbaranNegEr'aRrspub[klrrdonesiaTahrrn]1997Nomor40,

Tanrbahaq l,ffnbaralr Negra Republik Indonesia Nomor 3684) ;

3. undang*uncrang Nornor 18 Tahun 199? tentang Pajak Dasrah dan Retribusi

Daerah (Ixnrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonrrx 4l'

' 
,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana

', telah diubah clengan Undang'Undang Nomor 34 "l'ahun 2ffi0 (I*mbaran

Negara Repul,lik Inrlonesia Tahun 2000 Nonror 246, Tambahan l,rmb;tlarr

Nogua Republik Indonenia Nomor 4048);
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4. tlndang-tlndang Ncmo'' l9 Tatrun 1997 teqrlartg Perragihan P;riak dr"tr!;rri

Sgrat Paksa (Ltrnbal'arr Neg.lra Republik Indonesia '['eirun 1997 l-iomol -l-],

Tambahan Lsmbaran l.iegirt;r rtepribiik Indonesia Nomot' -1686) ;

5. Undang-Undang i..icxrror 2li "i;tliun 1999 tentang Pttiyelsn,ggfira Negaut y;rri;t

Bersih dan Bebas deri Kt-rnrpsi, Kolrr.si dan Ncpoiisnrc (irrrrbaran Neg;l'"i

Republik [idonesia 
'fahrur 1999 Nornir "15,'l'atniidteit lxnrbaran lriegnr't

Rqrublik lndlnesia Nc'tnor 3851) :

6. Undang-Undang Ncrnor I0 Tahurr .10{}d tentang }'enltrennrkatt Pct'aturart

Pcnrydang-unclangrn (Leurbaran Negarn Republik Indonesia'tahun 2(i0'1

{ornor 53, Tambahan fumbaran Negua Republik Indonesia Nomor 4-389);

7. ,Undang-Undang Nomor 32 Tirhun 2004 tiltang Pe"rnei'intahan Daer:rh
lr

Carrbaran Negara Republik lnrtongsis Tahun 2004 Nomor 125, I'ambarhan

tr,gn Uuran Negara RWubiik Indonesia Nomor 4437) sebagairuana teiair ciiubrh

,, ,, dcngan Perafuran PEmecintah Pmgganti Undang'l.Jndang Nomor 3 I ahun
I

ZOOS (Lembaral Negara Rq:rrblik lndonesia fahun 2005 Notnor '38.

',, Tambahan Lernbaran Ncgara Republili Irrcl,onesia Nc'Inor 449-3) yarrg l*lair

ditctapkan dengan Undang-Llndang Nomor 8 Tahun 2005 (I-embaran l*legara

Republik ftrdoncsia Tahun 2005 Nomor 18, 'Iambahan l.entbaran Neg:rra

Republik lndonesia Nomor 45a8);

,8. Ilndang-Undang Nonror 33 Tatrun 2ft)4 trntang Perinrbangan Keiutngarr

antra Pemerintah Pruat dau Pemn'inlahan f)aerah (Lembaran I'jegrrr

Republik Indolesia Tahun 20t)4 Nomor 126,"lambahan Lembman t'iegara

Republik lndonesia Nomor 4438);

g. Peraturuit Fflnerintah Nomor ?5 Tahun 20{X) tentang Kewenangan Pemerinlali

dan Keweniurgan Propinsi Sebagai l)aerah Otonom (Lembaran Negarr

nepubiiU Inclonesia Tafiurr 20ff) Nomor' 54, Tambahan Luntraran i'legara

Repub[k hrdonesia l'iomor 3952) I

10. Poaturan PErnerintah Nornor 65 'l'ahun ?()01 tentarrg Pqak l)aerah (Lembaran

Neg;ara ltEpublik Indonesiu 'Ialu,rn ?001 idornur 118, 'fanrbalx,il lrrnbaran

Negara Republik trndonesia Nornor 4138) ;

ll. pEraturan pernerint*h Nomor ?9 Tahun 2ti05 tentang Pedoman Penrbinaan diur

, pengaWasan Psnyelenggat'aan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Repgblik Indonesia Tahun 20t)5 Nornor 165, fambahan l.rmbaran Neg:rr:a

REpublik Inclotrqsin Nomor 4593) ;

12. Keputtrsau lvl,;ntefi Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 terrtartg Pedoarail

Tata Cara Pernungutan Pqiak Dasreft;
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 172 Tahun 1997 tentang Klitelia

Wajib Pajak yang Wajib Muryelenggarakan Pembukuan clan 'Iata Clata

Ppmbukuan;

14. Keputusan Melrteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara

Psm€riksaalr cli Biclane Pajak DaEratr ;

15. Pcrafiran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyiclik

Pegawai Ndgcfi Sipil di Ling.kungan Pe,merintah Kabupaten K.ediril

Dengan Pcrsetujuan Bersama

DEWAI{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KE,DI}II

PERATI.IRAN

REKLAI\,{E.

dan

BUPATI KEDIRJ

MEMUTUSKAN:

DAERAH KABUPATEN KEDIRI ENTANG PAJAK

BABI
KETENN]AN I-A{UM

Pasal 1

D.l"tr Perahuan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah, adalah Kabupaten Kediri .

Z. PEmerintatran Daerah, adalah psnyelsnggariurn uusan pemedntatran oleh

pernerintah daerah d.1n DPRD menurut asas ot'onomi dan tugas pembantuatt

dengan prinsip otonomi seltras-luarnya dalam system dan prinsip Negara

Kesatuan R.epublik Indonesia sebagaimana dimakzud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia I'ahun 1945'

3. Pemerintah DaeralU adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai tulstu'

penyelenggara pemerintatran daerah .

4. Kopala Dasrah, adalah Bupati Kediri .

5. Pejabat adalah Pegawai yang cliberi tugas tertentu di bidang Perpajakan

soerrai Peraturan Penrndang-undangan yang berlaku .

6. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri .

7. Pqiak Daeratr yang selaqiutnya disebut P4iak, adalah iuran wajib yang

dilakuk4n oletr orang pribacli atau badan kepada Dafl'ah tanpa imbalan

langsrurg yang ueimban& yailg dapat dipaksakan berdasarkan pei'aturall

perundang-undangan yang be1lakq yang eligunakan untuk membiayai

penyelenggarafln pernerintahan Daerah dan pernlran$man Daerah .
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8. Reklame, adalah bencl+ atat, perbuatan atau media ysng menuut bennrk dan

cofak ragamnya untuk tujuan komersial, clipergwBkan ullruk

mempcrkenalkan, mmganjurkan atau memujikan guatu barang jasa atau

ofangi'at4upun unhrk menarik pe,rhatian umum kepada suatu baran& 'iasa

atau olang yang clitempatkan atau )'ang clapat dilihat, dihaca, dan/atau

didelgar dui suatu tempat olch umulrL kecurli yirng dilaktrkan oleh

Pemerintah

g.PajekRe}dflme,adalahpajakataspanyelgnggaliumreklante.

10. Badan adalah sekumpulan ol.ang clan/atau modal yang mBrupakan kosatuan

baik yang melakukan rxaha marrpun yang tidak melakukan usatla yang

meliputi perseroan tsrtratas, petseroan komanditer' peffistroan lainnya' tsadan

Usaha Milik Nogara atau Daerah clengan nama dan dalam bentuk E)apun'

firma,'kongsi, ktrlret'asi, dana pensiun, persekutuarr' perktunpularu yayasa&

organisasi massa, rrganisasi sosial poiitiiq rtau otganisasi yang sejenis'

lembag:L bcnurk usaha tetap dan bentuk badan lainnya '

11. Subjek Pajak adnlah ofang pribadi atau badan yang clapat dikenakan paiak

Daerah.

12. Wajib Pajak adalah orang pribacli atau lradan yang menurut ketentuan

perafruan perundang-undang'rn perpajakan Dasrah diwajibkan untuk

melakukan perrrbayau'im pajak yilng telrttang, termasuk pemungut atau

pernotong Paiak terlenhr.

13. Ma.ca Pa.iak adalah jangka waktu yang larnanya sama dengan 1 (satu) buhn

tahilim atau jailgka waktu lain yang ditetapkan dongan Perahuan Kepala

Daerah.

14. Tatrun Pajak adala.h jangka waktti yung lamanya I (sahr) tahun takwim

kecuaii bila Wajib Pajak melggunakan ta|1n buku yang tidak gama clengan

tattun talavim.

15. Pajak yang terutllng adalah pajak yang hanrs dibayu'frada sultu saat' dalant

Masa Pajak, clalam Tahun P4iak, atau clalam bagian Tahun Pajak menut'ut

ketentuart peraturan psrundang-undrngan perpajakan Daerah'

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimltunan c!'ata

objekclansubjekpajak,penentuanbesarnyapajakyangtenrrangsampai

kogiatanirenagihanpajakkepedaWajftPajaksefiapeflga}vilsan
penyetoramya.

17. PanggUng / lokasi Reklaurg, adalah suatu sarana atau tontpat pernasangan sahl

atau beberaPa buah reklailre '
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18. PEnyelonggari! Reklamo adalah perorangan atsu badau hukum yang

mEnycleng$u'akan reklarns baik untuk dan atas namanya Eondiri atau untuk

dan atas na$u pihak lain yang menjadi tanggungannya .

19. Nilai jual Obyek Pqiak Rpklame, adalah kesEluruharr

pembayararr/pvngeluaran biaya yang dikelualkan olch pemilik dan atau

' penyelsnggara reklame termasuk clakrm hat ini adalah biayaharga treli bahan

reklarne, konstruksi, instalasi litu{t pembayaraw'ongkos perakitan,

peirrancararu pfl'agffarL psnayangfln, pengecatarq pflrulsangin dan n'annportasi

pengangkutan d.rm tain sebagainya sanrpai dengan bangunan reklame

rampung; d[pimcarkarL dipsragpkan, ditayangkan dan atau tetpasan&

ditempat yang t*lah diizinkan .

20. Nilai Sfiategir Lokasi Reklame, ad.:rlah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik
' lokasi psrnasangsn reklame tersebut berdasarkan kriteria kqladatan

penranfaatan tata ruang kota unfirk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha .

21. $urat Pemberitahuan Pqiak Daerah yang selaqiutnya clieingkat SPTPD, aclalah

surat yang digunakan oleh wajib pqiak untuk molaporkan psrhinmgan dan

punbayaran pajak yang terutang menuut peratulan perundang-undangan

Perpqiakan Dasrah .

22. Surat $etolan Pajak Daerah yang selaqiutnya disingkat SSPD, adalah surat

yang cligunakan oleh wajib pajak untuk melakukiur pernbayaran atau

peiryetoran pqiak yang teiutang ke Kas f)aerah atau ke tempat lain yang

ditetapkan olah Kapala Dasrah.

23. Surat Ketetapan PEiak Daerah yang aelaqjutnya disingkat SKPD, adalah su'at

kcputusan yang menentukan berarnya jumloh pajak yang terutang .

24: Surat Ketetapan Pajak Dasrah Kurarg Bayar yang eolanjutnya disingkat

r yang trrutang .iumtah krtdlt pajah jumtah kekurangan peinbay:nan pokok
lr

pqiak, besarnya sar*si adminitrasi, clan jumlah yang masih hanu dibayar "

, z,S,,Sru'at Ketotapen Pajak DaErah Kru'ang Bayar Tambahan yang lelaqjutnya

,' rtidngkat $KPDKBT, adalah rurat keputugan yang menentukan kmbahan

'1, aur jumlah pajakyang ditstapkan.

',, ,26. Sruat Ketotapan Pajak Daerah. L€bih Bayiu yang selaqiutnya clisingkat

SKIDLB, adslah surat keputuuan yffrg menenhtkan jumlah kelebihan

psmbayarirn pajak karena lumldr kredit pajak lebih besar dari pajak yang

' teflfiang atau tidak eehaurnya terutang .
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2?. Surat Ketetaparr Pajak Daerah Nihil yang selanjutny-a disingkat Sh'l'l']Fl'

adalah su'at keputusan yang mgrlentukan jumlah pajak yang telutang s;lmii

besagrya durgAn k'edit pajak, atau pajak tidak terutang clan tidak acln krt'ilii

pajak.

28. Suat Tagih.rn Pajak l)aerah yang selanjulnya ciisingl':;rt lj'l?l), ndalah srtrlt

lnhrk melahukarr tagilrur pajal: iriau srnkgi aclministla*i. lletupa brrnga cl:1il

atau denda .

?9, PemEdksiuul. adalah $r,rr"rt**rurr kegiatatr untuk nlenclti, mcnguntpulkart'

mengoith darta d:m atau keterangan lainnva untuk nrsnguji keparuhan

kewajibam pe.ttlajakatl claerah clarr ruttuk tujuart i;rin dalam t'angkii

, me l ak s an ak;ur kci<;ntu"rn Peraturan Penrndan g- uncla npgur Perpaj akan f-' acralt'

s0. Peayidikan turdak Piilana Sibidane Ferpitiai:an clar:rah, adalah serangkaiafi

tindakan y{rtg dilakukan olsh }'}enyidik Pegawli Negeri liipil }'iln5l

relanjritnyariiscbutl'enyidik'trntrrktttencadtr:rtamcn3l'trn'ptrllianbuktil';iny

dengap bukti inr rnernbuat terang tinrlsk piCana dibidalg perpajakan daerah

yrng terj adi setta tuenemukan tet'siut g!'any'l'

BAR I{

NAMA. OBIT,K DAN SUBYT']K i'AJA}i

Pasal 3

(1) Dengan nalna llujak R.eklame clipulgur Paja[ atas seiiap pe':yelenggal;r3t1

Reklarne .

Obyek Pajak adalah semua penyelcnggaraan Reklame '

Penyelonggaraafi Reklam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

a. Roklarrre \,Ieg.rh'ou;

b. Reklame Bando Jalan;

c. Reklams'l"ianlt:

d. F-eklame'fernPel;

e. Feklame Neon Box;

f. ReklameKerrdat'aan:

g. F.eklarne Romhong;

h. Reklame Melekat (Shoo Painting);

i. Reklamr Baliho;

j. Reklame Bannsr:

k. Rsklirme SP*nduk:

l. ReklameUmbul-umbui:

(2)

(3)
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l,l m. Rektame Ixyar Toko;

n. Reklame Tbnda Promosi;

o. Reklams Postal

p. Reklarnq Stiker;

q. Reklarue Tinplats;

r. ReklamE ltlag Chain;

E. Reklame Udara;

t. Reklame Katalogl

rL Reklame Selebaran;

v. ReklamE Peragaan;

w. REklanrE lxdang;

x. Rsklame Film Promosi;

y. Rekla,ms Slide.

(4) Penyqlonggaraan rcklarne sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) hatus

mernenuhi pffsyaratan keindahrm (estetika) dan tidak boleh bertentangan

deirgan norma keagarnaan, kesueila;nq ketErtiban dan keiunanan sata haus

seguai ilengarr Ren$ana Tata Ruiurg \trrilayalt.

Pagal3

Dkecualikan dari obyek pajak adalah :

a. penyelenggal'afln roklame oleh PCInerintah Pusat, Pernerintah Prnpinsi dan

Pomerintah Dadrah ;

b. penyelenggiuil{n rekJame melalui internEt, televiei, warta harian, warta

minggpan, warta bulanan dan radio ;

c. hrlisan atau bsnda-bEnda yang dipasang semata-mata unhrk menjamin

kesElamstffi umwn ;

d. penyelenggaraan reklame yang dipergmakan untuk keperluan amal.

Pasal4

(1) Subyek Pdiak pdalah orailg pribadi atau iladan !'ang menyelenggarakan atau

melakukan pflnsgeng;fln rcklame .

(2) Wqiib Pqrak aclalah orang pribadi atau badan yang msnyeletlggarakan reklame .
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DASAR PENGENAAN D,{I{ TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dacr Pn\genaan Pajak adalah nitai sewa Reklmne .

(2) Nilai Sewa Reklamc sobagaimana dimaksud pada ayat (l) diperhihrngkan

deogan rnenrperhatikan lokasi penompatarq jenrs, jangka waktu

penyclenggaraiuL dan ulrran lnedia roklame .

(3),'Hasil pcrhitungan lriilai Sewa Reklame sebagainrana dimaksud pada ayat (2)

, dinyatakan dalam benruk tabel dan clitetapkan dengart Peraturan Kopala

Daetah' 
*asar 6

(,1) Tarif Pqiak ciitetapkan sebagai hEnkut :

g/{' TARIP

J

Rcklamo Baurlo Jalan

Reklamo Tiaog

Reklarno Tempel

Reklarhe Neon Box

Rcklaune Kendaraatt

Reklame Rombong

Reklame iMolekat (Shop Painting)

Reklame Baliho

Roklanro Bannsr

Reklanre Spanduk

Reklarne Urnbul-umbul

Rekl;une l.ayar Toko

Reklame Tenda Promosi

Rcklamo Poster

Roklame $tiksr

Rcklame Tinplatc

Rsklamc Flag Chain

Reklarne Udara

Reklanre trlatelog

Reklame Selcbaran

Reklamc Peragaan

Rcklanr* I-rdang

Reklame Film Promosi

Roklame Slide

?"i

20

20

20

20

15

2A

?0

20

20

20

20

20

20

?i

25

?o

2A

20

20

20

10
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t\() JEI.IIS REKLAME
1

1

1

2

3

4

5

6

7

I
9

l0
11

t2
1l
t4
l5
t6
t7
l8
19

20

2l
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23

24
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(2) Untuk jonis reklame stiker, reklame katalog dan reklame selebaran sebelum

dipasang halr.s sudah cliporporasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang'

BAB ry
WII.,AYAI{ PEMUNGI..IAAN DAN CARA

PENGHruLINGAN PAJAK

Pasal T

(1)

(2)

Pqiak Reklarne yurg terutang diprurgut di Daflah '

Beoernya pokok neiak reklame ysng terutang dihitgne dengan oam mengalikan

tarif pdak eebagaimana dimaksud dalanr Pasal 6 dengan dasar peirgenaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B AB V

IUASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAhI

SI.JRAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Paral 8

Masa Pajak adalah janeka wirktu yiurg lammya sama dongan jangtria waktu

peryelsr4pritliuttt Reklarrre'

Fasal9

peiak terutang dalam masa pajak terjadi pacla saat penyelenggaraan Reklams.

I'}asal 10

(1) wqiib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa

pajak rvajib mengiri SPTPD'

(2) SPTPD robagairnana climaksud pad.r ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar

dan tengkap sErla ditafldatangani oleh wqiib pdak atau kuaranya.

(3) SPTPD sobagairnana dimakzutl pad;r ayat (l ) hanrs disampaikan kepada Kepala

Daerah selambat-larnbirtnya 15 (lirna belas) hiut setelifi berakhirny& ma$a

Pqjak.

(4) Be,lrtuh isi dan tata cara peagisian SPTPD ditetapkan derrggn Petaturan Kep,lln

Daerah.
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B.TE VI
TATA C..IRA PE]{G trTLING,q,N DA]'J

PENE,TAPAN PAJAK

' Paml 1l

(l) Berdasarkail SyfPD sclragainrana diuraksuri dalrm pasal 10 ayat (1) Kcpala

DaErah mctrstapkan Pqiek l'c'rutxng deirgan lnbnerbitlian SIIPD '

(Z) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak atau kurang dibayar

setelah lewai rvaktu paling larna 30 (tiga puluh) had sejak SKPD diterima,

diksnakxn sal*.si ackniniehani berupa brrnga sebesat 2 9ir (dua perceu) sebulan

dan ditagilr dengan menerbitkan S'I'PD'

(1)

Pasnl 1?

Wqiib pAlak yarg raembayar sqntiri, SPTPD setragnitnirtra dimaksuel dalalu

paml 11 ayat (1) Cigrrnakan tuituk nrrngiritung rneaq:erhitrxrglian '-i:trl

ft snst ap'rfusr paj ali r, tt tt'l iri y an g t trutrn g.

Ddam janu,ka waklu 5 (lima) tahun scsud$h saat terutanglya pajah Kepala

Dnsr&h dapat mener{rifkirn :

a. SIQDKB;

b. SKPDKBT:

c. SKPDN.

SKPDKB srtragaintala ilfunaksud pa.da nyat (2) lll'uf a diterbitkan :

a Apabila ber{asarkan hasil pemeriksaan atau ketorangan lain pajak yang;

terutang tidak atru kuang dibayar, dikeirakan saxrl$i administrasi berupa

bunga scbosar ?, o,,o (clua persen) eebulan dihitung dari pajak yang kureflg

ahru ter!.anrtrrr dihayar urrfuk lamgka waktu paling lalma 24 (dua pultth

, rlnrpnt) lrulan dihituug sejak saat tsrutangnys paiak ;

b. Aprbila SPTPD ticlak disaryraikan dalam jangka waktu yang ditentukan

' dar telah riitsglu socala terfulis, dikenakan sanksi adminisfia.ei berupa

buWa scbe$a1 2 ?6 (dua persen) sebulan tlihittrne dari pajak yang krnang

atau tErlagrbat dibal,,ar rrntuk jrngka waktu paling lama 24 (dua pulull

Empat) bulaa rJihituug sejak saat tei'utangnya pajck ;

c, Apabila kewiutb,am r:rengisi SI'TPD tiilrk clipeurihi. pajak yang terutang

ditrituiu rr$c&.l jabat;uL dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebe uiu' 25 9,i, (dua puluh limn persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

a&ninis;i'ari ben;il;l bunga sebosar 2ot, {dt:.a persen) sebulan dihitung da'i

pqisk'yang krrreng ut,tu trrlambat dibayar rmtuk jangka waktu paling lama

?4 (,Jua puluh einpat) hulan tlihitT ng sejak saat tenrtangpya pajak .
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(4)

(5)r
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SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) htuuf b diterbitkan apabila

ditenrukan data traru atau data yang ssrnula belum trmutgktp yang

mearyebabkan ponambahan jumlah pajak yang tertrtang akan dikenakan sanksi

adrninistasi bsrupa kenaiftan sebesar 100 7o (seratus persen) dari jumlah

kelau'angan p:uak teitebut .

SKPDN aobageimana dimakzud pacla avnt (2) huruf c diterhitkan apabila

jumlah pajak yatg'torutang cama besamya dengan jumlah kredit pajak atau

pajak'tidak tenrtang dan tidak ada kredit pajak .

Pa.cal 14

Pernbayaran pajek hanrs dilakukan sckaligus atau lttnas .

Kepala Daerah dapat menrberikiln persetujuan kYpada Wqiib Pqiak untuk

mflrgangpur pajak trrut;ung clalirm hnrrn waktu teiteatrl setelah mcmenuhi

perrvaratan yang ditentrtkan .

Angsuran penrhayaran pajak sehagaimana dimaitstrd pada ayat (2), hanrs

dilak*an sgo;uil tgrahr dan berhHrt-turut dengan dikenakan bunga scbesiu 2

o76 (qlua psr$en) selrulsn clari jlmlah pqiak yang beftrm attu kurang dibayar.
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(6J Apabila kewajib;ur membayiu pajak tsrutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

seblgainrana dimaksud pada ayat (2) huruf a clan b tidak atau ticiak aE?entrhnya

tidak clibayar clalam jangka waktu yurg telah ditentukarU ditagih derrgan

menerbitkan SI?D ditambah dengan canksi adminisfasi berupa bunga sebesat

2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang tsrutang sebagaimana dimakeud pada ayat (4)

tidak diksnalcan apabila wajib pajak melaporkan scndiri gebelum dilakukan

tindakan pemeriklt aan.

(7)

rl I

I

I

.,1

I]AB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(l) Pcnrbayaran pqiak dilakukan cli Kas DaErah atau ternpat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SIOD,

SKPDKS, SKPDKBT dan S'[PD .

(2\ Apabila pombayaran pajak dilakukan ditempat lain yang dinrqiuk, hasil

penerirnaan pajak hanrs disstor di Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam

atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kopala Daerah .

(3) Pembayaran pajak sebagaim.ma dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan

dengan menggtrnakan SSPD.
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ltJ

rdr Kepaia Daa'ah dapat membedkrm persetujuan kepacla wajib pajak rrnhrk

menunda pembayi'an pajak sanrpai batas waklu yang ditBntukan setelah

mernenuhi peruyaratan yang ditentukan dmgan dikenakan bunga sebesar 2 o/o

(dua perren) eebulan dari jumlah pajak l,ang bvlum atau krumg clibayar 
"

Persyaratan ur$uk dapat mengang;cur dan meuunda panbityaran serta tata cara

pemlralaran angi*ran clan penundasu selragaimana dimaksurJ pada ayat (2) dan

ayat (4.), ditetapkan dengan Peratrrran l(epala Dasrah.

(5)

(1)

Pasal '!5

Setiap pembayaran paj;rk sebagairrmna dimaksud dalam pasal 14 diberikaur

tanda h*ti pembayilmn dan dicatat dalam buku pe:rerimaan .

Bentuk, jenis, isi, rrkruiur tanda lrukti !.embay;u'an dan brr]su penertrne&n pajek

rebagaimarur dirnal,:sucl i:adl a',lat (i), ditstapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

BAI} VIi
, . TATA CARA PflNAGTFIA}I PAJAK

Pasal 16

(l) Surat'Ieguran atau Surat Poringatan atau surat laur yang sejenis sebagai awal

tiudakan pelaksanaan pErragihan p;dak dikeluarkirn 7 (tujuh) hari sejak saat

jatuh tEnrpo pvrnbayaran .

0.1 Datam jangka waktu 7 (tu.juh) hali setelah tanggal Surat Tegu'an atau Surat

Peringatan atau swat lain yang sejenis, Wajib Pajak hamrs melunasi pajak yang

teruLurg.

(3) Sruzl T'egur,.rn, litif:il fcilrgatan nou su'at lain yurg sejenis uebagnirnaru

clinnkrud pack ayiit (i) dikeluarkrn oloh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk,

Plsri i?

(1) Apabila junrlah pajak yang masih harus dibaryar tidak dilunasi dalam jangka

waknr eebagairnana ditennrkan dalaxn Surat Teguren atau Swat Peringatan atau

surat Isio yang eejgrds, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat

Paksa,

Pejabat menq'bitkan Surat Paksa seger" setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari

sqiak trng8al Surat Te8nran atau Sru'at Poringatan atau surat lain -vang sejstds,

(2>
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Pasal i8l'rrr
r!

I
I

I | .r I I

Apablla pajak yang harus clibayar tidak clilunasi clalam jangka wakru 2x24 jam
l,r

I s€srlddr' tanggal pemberitahuan Srrat Paksa, Pejabat segera metre$itlian St:r'at

' Ferintah Mslaksanakan Penyilliur.

,, Pastl 19

S$taU dilakukan penyitaan dan Wqiib Pajak belum juga melurasi utang pajaknya,

sotolah lewat t0 (sepuluh) luri sejak tarrggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan PenyitasrL Pejabat mengajukan permintaan psnetapan knggal

pslelaunn kepada Kantor lxlemg Negara.

I

ll
,l
'a

I

Pasal 20

Setolatr Kantor Lelang Nogara menekpkan hari, tanggal, jam dan tempat

,palaksanaan lelang, Jut Sita mernbsritahukan dengan s€gsla sscala tertulis kepada

Pqiak' 
Pasal2l

BertuL jenis dan isi formulir yang dipei'gunakan unhrk pelaksanaan penagihan pajak

daerah ditetapkan dsngnn Peraturan Kepala Daerah.

B AB IX
PEN GUR,{NGAN, KE,RINGA}IAN DAN

, O'MBFBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala daerah berdasarkffi pernrohonen Wljib Pajak dapat nrembuikan

penguriurgiur, ksringanan clan pembebasan pqiak .

(2) Tata cata pornlreriiur psngulangan, keringanan diut pembebauan pqiak

eebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkrn dengan Peraturan Kepala

Daerah.

13 AB X
I'rt T;i C rtn A PF.Ir {BEI [,li - r\N, PE \'fB AT.{LI\N,

PE,NGTI}?.A}IGAN KETITAP AN, D AN PENGHAPUS AN

ATAU PF,}.IGTJRANGAN S Ah]K$II .qD\{IMSI]RASI

Pasal 23

Kspala Daerah luu'ena jabatarr *tau atas putmohonan Wajib Pqiak dapat :
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I,i

a. mombctrilL"n sKpD atau SKpDKBT atau STPD yii3lg clalam

penerpitannya lerdapat kes*trxlLfln tulis, lqcsakdran hilung, fun atau

kekeliruan daltm pfl lff ilpiln po'a firrnrt perurdan g-untlangan perp ajakan

daerah;

b merult-,a*likan drur tuulii'.u'ati8,katr iiet*tipira 1:ajak I'ang tidak lrenar ;

c. nrepgurangir;n a{lu nren;'Jtni::t*ksr srlnltli ailiiiini;irihi lierupa bunga,

rl*nrin clarr kenaiknl pidak y1.ng terututg dalam hal sanksi tersebtit

dil,.sral..au kar*nit keqilafhn 1\';rjib pa.iak atari bttknfi t<.arena

, kitsr'.tahittrrr.t'tt.

(2) Perumltonan ;r*rntreiutrmi, pcrnharalan, pctlgtti'nx]gall ket$tapan ilarr

penglurprxag aglr l)$n*ul';mgcn $iulli:,i adrninislrarti i,ia:, SKPD, SKPDKR,

SKiriiKBT darr S'lPD sebagaimar,.,; ditn.ri'sucl plJr. ryai (1-) trat'tts clisamPaillan

ce.c&tr t$rhtlis *ie[ ,},a.iib l]ajal,-, tictlada i{cp;rla DErei'aL ,riau prjatrat i'clan:hrt-

laxrbatrrya 30 (tiga puluh) lrari s*j:ik tuttgg:rl dit':ri'i:il SKI'D, SI'?Dliil,

sKPlI.;IiT atau S,i?D ilf{!fl,iln membi,iilinn *1asan yang jelr.s .

(3) Kepal6 Daerair at*u Pejab,at paiitrg; itniir- 3 {.figa) brriffi sojak permohotran

sebagainrana dimallsud pada ayat (2), diterima sudah hanra msmberikan

kepuhuan.

(4) Apabita *etElah lewax waktu 3 (tig.r) buLtn srlhqgairtrarra dimaluud pada :ryat

(3), Kepala Dactair atini Pejabat licliilt r'.r*rnberikan l(spuru3all pennohonan

, pornbehrlan, pt*d:alalan, p6ngilrangim k"-;trtapan dan p*nghapusan atau

pstlgul flltp,an cfi rk*i ar}.nrini sll esi tli an$$ap elikabulkan'

BAB XI

l\LBE&rt'i',{N ll.$'i B ANI}INC

Ilaral ,14
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Wajib Pqiak cl*pat meirgAjui<an kebcratirli hanya kepada }lepala Daerali atari

I\ljabat flt.ls $uiliu ;

A,, SKPD;
b. SI(PDKB;
c., $BIIPDKBT;

, d. $IffDi.B ;',0. S}IPDN.
'iPinnohqnan ksbsratan scbrrgainrarg diurahruci pada ayat (l ), luitus

d$a.lula$iill $eciu+ ieitulis dalanr lxltesa InCryr'rs:i:t Irling lrnra 3 (tiga) ir;.rlan

eejatr tanggal SKFD, SliPDI.3. SliPtlKtiT" SKPDI-B r*rn SKPDN ctiterimir

oieh Wajitr Puiaiq !,*cuali apahila Y"sjib Paj;rk dapat menu4julkan baiiwa

jani*a walifir itu lirlall Capat llip'-.nuhi l..3ri',ltit ll*adaan di!.r:*r kekuasa;uutya .
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(3) Kepah Daerah atau Pcjabal dalam jargka waktu paling lama l?. (dua belar)

butan sejak tanggal surat peimohonan keberatan sebagainrana rlimlksud pada

ayat (2), ditorir-naLan, suclah n..urb;nltan heputulal .

(4) Apabila setelah lewat wahu 12 (dua belas.) bulan sobagairwrna dimaksud pads

ryat (3), Kq:alr Daer'.rh atau fujabiri ridlk uronrberikan keputusan,

pennohonair kc:tlerat ur dialggap .lik:ttrrrll,arr .

(5) Pengrjuan kcbr:r'rri,ur sebag.ruurrui diru.rlrud paJa alal (l), tidek menrmde

kowajibal rnr.rntra),;ri lrrjrk.

(l)
Plsal 2-!

Wqiib Pajak dapat meng,{ukan b:nrding liepada Iladiur Penyelemian Sengketa

Pajali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setulah riitedmanya keputuson

keberater ,

Peng4iuan brmdine sobagairnaru dirnriisud p;da ayat (1), ticlnk rnenunda

kpwajiban membay.u pajak.

(2)

I I Pasrl 16

Apabila peng4iuan keberatan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 24 atau banding

$jugoi*r" dimaksud pasal 25 dikabulkan sebagian atau $(,luruhnyl, kelebihrtn

pelnbeyarnn pajak dit*rnbalili.ur dengarr ,litanrbi,h irnbirliur burrgn ;ctresar 2 9ir (tlur

, perren) sebulan untuk paiing iama 2.1 (dua puiirh ertrpirt) bulan.

(2)

B.{.8 XII

PENGEMBAIiAN KEI."EBIHAN PEMBAYAIIAN PAJ.AK

Par,a'|.27

Wqiib P4iak dapat mengqiuk n permohonan pengembalian kelebihan

pcmbayar an pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabal secara teftnlis dengan

mmyobutkan Bckurang-kr:r'angrya :

a. Nama dan alamrt Wajib Pqiak;

b. Ir{asa pajak ;

c. Besamya ke lebihan pembaS,aran pajak ;

d. ' illasen yangjelan.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka rvaktu paling lama 12 (dua trelas)

bulan sejak ditedmanya permoht'nar p(dgembatiin l:elebihan pembayar an

p4iak tebrgaimaoa dimaksrrd parJa avnt (l), hanrs m,rnhei ik:rn keputuaan .
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(3) '

(4)

, (5)

(6)

1^

Ababita jangka waktu $ebagainuila dirnakrucl parla ayat (2), dilanrpflri liepala

DaErah atau Pejaboi tiOatr memberikrn keputusnn' permohornn perrgembalian

kelebihim pembeyaran pajal.; rlianggap clik,:bulltan dafl SKPDLB harus

diterbitkan d:.rlanl i';rl;tr: pa!i:lg ldrir 1(rillr'r) h.Rlrn '

Apabila \vaJib L'4;alt j1l,31IU)'.ulyai trt,rrig ;;'j;k iairutYe, kei':bih'err pemtraYer;-ttt

pajali sehegAirnana dimalisud parla ll\,'3t (2), iltiq;':1ng dip':rhir'rngkan rmttlk

crell"ltl.;rsi iei'i tt ;1h d ;rhtllir ifi ;' n'3 1aj ri; dirn I liqttd'

peng;rnttiiari kt:letrihr,ir rre.rnlJai,srnn 1l:,jal elitakul:irn rlalaru Wakgu pating lama

2 (6*a) bulan se,iak clitrrbitkann.t,a lllC)DI.L] de[gan rnenertritl"an liurrl

Perintah h{ffnba-vrtl l{,:lebilran Pajair ('SP}JKP)'

Apabila ptngvrnbalia:r ilEl.:hrltan punba-\'lll'all pajilti clilaliukan setelah lervnt

waktu ? (dua) trrrfum sr,:jati tlitei'hitltannri;r SKPDLB' Iiepala f)aeralt atett

P,.;jabat rnernberikan irriu'afurn i:iiiiga se,husui ? q6 i.liia pgrsen) sebulntt atils

ksterl aunbatan pc ml:ay .rr an lie leh'it ia it pa"i' i"

i
T

Pasal l8

Apabila tltruitrn ponb.ryaran pa.i.rir diperhitrrngkan clcnqru.r ut;,ng pajak Lititr'5'n,

sebagaimarra clilnaltsr:cl <iai:rrri F:rs.:i l7 eyai (,i), i-'urnbaliuiuurya diliikukan clolgan

cara pomi'4ahliukrral tlair 5uliti p'"'rrtiirtliiirb'rl'ti;'i -iitgit bcrlljcu scbagli bukti

pembayiualt.

l] A L, .tiil

KUDAI-tJWARSA
Pa*al f9

(l) Hak unnrk melakukan penagihan lrajartr, k+tiaiuwat'ga $erslail meiampaui jangka

waktu j (limi) tatnrn tgl{riung sejak saat terutarrgrrva paJaii kecuali apabila

Walib Pajak mstahukan tindak pidaila th lridang pcrpa;akan daerah '

(2) Kedahrwarsa penagihan pa.iak sebagaimana dtmaksud pada a1'at (l), l'3rtlnggoh

apabila: 
I

,ir. Dite{'bitkan Sur.at'I'egru'an dan Siuat Poksa amu ;

b, Ar.la pengakuan uiang p.Uali oan w3Jiti 1:alal': hntk langsirilg maupulr ttii-ik

langrung.
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B AB XIV

KE TF,].ITI Ir\I.l PETZIN AN

Pasal 30

(1) Setiap penyelertggtu'aim rsfi,hnrp di wilayah yang mer$acli kervemngan

pcrnerintah }lairupaien Kedin r,vryrb mencirpat izin dari Kepala Daerah atau

Pejabat yurg ditrinjuk.

(2) Izitt ucbagaimarta dirnaksud pacla ayat (1) oitrerr-luur oleh Kepala f)aerah atau

Pejabat yang dihurjuk seteiah tsrlebih ciahulu nrenrperoleh pertimbangan Tinr.

(3) Utttuk izin perryelenggaraan reklame sebagairn;uu dimaksud pacla a;vat (l)
. akan diatrn lobih laqiut clengan Psmtutan Kepala Daeiah.I

Pasal 3l

Pcrizinan penyelwrggaraan reklarne yang diatur dalam Pcrahran Daerah ini
meli$ti jalan Kabupaten dan tcmpifi-tempat umum di Kabupaten Kedir.i yalg

rnerf ad i kewur angan porn erintah K.n bqra ten Ketliri.

BAB XV

I Li(' KIWAJIIIAI"] l;.rrN LARANGAI'J

BAGI PETfi.C.4,J.-JG IZIN

Piisal "l?

(l) Pemggang izin perrytdenggflr'aan rekiame berhak :

a. mclakukan kegiatan oema$angffr roklame pada lokagi yang tela}

ditentukan dalam izin;

b' molarang pihak lain vong melakukrur kegintan oema!,ingan reklanre p.rcla

lokasi iziu yang telah dibslikail;

c. melakukan konsu!.tnsi teknjg dr.ng:m Instansi terkait.

(2) Pemegang iz.in wajih :

a. melaksanakan pemasangan rt:klame sesuai syarat-syaml dan ketentuarr

teknis yang telah ditentukan dalarn izin;

b. melapor*an secara te.rtulin atas pelaksnniian kegiatannyir tecata periodik

kepada Kq:ala Daaah atan Pejabat:.,ang rrjt,rnjuk;

'c. membayar pajak reklame kepada Pemerintah Kabtpaten Kediri;

d. mflnelihara kelestarian lingkungan sekit-ar ge,fia mernperbailci seglla

korusaknn yang timhul sebagai akibat ;rdnnya kegiatan penyelenggnraln

reklame cli lc'kasri panyrle.nggalaan mkla.rn? :/nng telnh ditentul:an dalam

izia.
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(3) Perl*gaitg izil dilar';ing :

a. nrElakukan kegiatiin pernasangan reklinrne tliluar lokasi yang ditctapltan

d*liun iairu

b. liulggadaiiialr, raeiruriirhrarrglurhirit ;[a[ nrvrljual izin yang telah

ciibo. iku.n k;iiacil 1"'il uiir lair. ilui.s ; n it i a' ;i'n i'i'j iipiill'

I] A ['} XVI

PEI.iYII-)IKi\N
Pas;il J,i

Pqiabat Pegawai Negeri $ipil tertsntu cti lingkmgau Pemerintah Daerah diberi

we\reffrng kfuuzuc rebagai porryi<iik rurtuk melakukau pEnyidikan tindak pidana

di bidang pelpqiakan qlacralr *cbagaimana ciimaksud dalam Llnclang-Undang

Huhm Acam Pidnna yang bsrlaku .

Weweirang penyiclik schagainrana clilpaksucl pacia ayat (l) adalah :

a. Ivlenrlrima, nrencari, r)rcnguilqiulltan tlan meneliti keterangan atau laporart

bei'ksnaa$ dengarr tindak pidana dibidsng perpqiakan daerah agar

koterangur atatt lapolan tem,pu'ut nrrr$adi lengkap d.anjelas ;

b. Ntenetiti, menftid tlau tnengumpulkan koterangau mcngenai ot'ang prih;rdi

alau baclan tentang kelrnalan perbpatso yang dilakukan sEhubungan dengen

thdak pidana perpajukan daerah ;

c. Meirrinta keterangan dan balran bukti dari orarrg pribadi atau badan

scfuubung+n dengal tirrclak pidula Ci iriJaug peqrujakan daerah ;

d. Ivternerik$a llukrr-bukir. csiai.ur..uiiielilr dlut ciokurnen'dokumEn lain

berkenaal cl*nga1 tinilak piclana tir fuioang perpajaiian dasr.h ;

e. Mela.kukim psnggtsleclidlan ffillur rnendapatkan bahar bukti pembukuan,

porrclta14rr dim ilcrliunron*dr:humrn larn ilq'tta rnslakukan Perryitaan tedradap

(l)

(2)

bahan brrkti tersetrut ;

f. Msmintrt bantrtan tcrnaga ahli clalam raltgrlta pel;,rl':saruan luges penyidikan

tindak pidaur di bidang perpnjskan d;ierah;

g. N,fonygruh burtrr,nti, nrcliuang reccorang mcnirrggalkiur flniutgan atau temlritt

,pacl4 stat pelrclil:uaarr serl;rtrg hcrltttg*ung darr rnc,met'iksa idcntitas oi,ilitJ

' 
, <lan atau rjoirgulrit'l 'y!rrri{ rjilrun a sciragaintana ciirnaksud perda huruf e;

h. \,tsnrotrst ses{,,Jt'illttt }';lft{, tre::keiten tlcr.i4en tindak pidana perpajakan

daarair;

i lvte,manggii oyang uniu!. circiengytt l:eteriurggmyir dan diperiksa sebag3i

teniangka ntiut lai.si;
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j. lvlerghentiknn PenYidikan;

k. Melakukan tinclakun llin yang perlu unttrlt lietrancai'an penyidikan linclak'

pitlarur cli bi*urg, pei'prj;ri.;;r ll;r*t'lril ::rcnurtti trukurn yang bettanggung

jalvab. ,

(3) Pcnyiaih sebaglurlarn riuuaksur.i 1.,sda .iyat (1), inetnbet'itnhukan dimulainya

poryidilciur clan rnrrryiurrpailiarr ir,r,iil penyidikarurya kepacle Penuntut Umurn,

ses'uai dcrrgal iigtsntuiur liurB (ir.rtui *il;rtii Unilang'urrilang L{ulium Acarl

Pidamymg bcrlaitu.

iJr\ii ,1iVil

S ANKSI "{.Uit'iINISl'R ASI

Fa$al 3d

(1) $etiap or'gtrg atiru $cdan yaug ruelanggar heteltftra:l Ilasri 30 ayat (i) diliernakari

sanksi pembongftaran bmtda rsklanre yang dipasarg tnnpa ganti rugi berup:r

apapwl olsh pejab,at yul8 tlituttit t.

(2) Palanggaran tsr{radap kst$tttuan Plsal 3? ayat (3) dikenakal sanksi :

a. peringatiur $eqara rcrmlic sebinynk :r (dga) kali dEngan tenggang rvakru

marirrg'masili$ 7 (riilul,i) h;rri;

b. apabila tengganl; vi;rktu y:urg dibeitkan tidak diinciahkarU maka dilakuliim

penrbongiiiu'an bencla reklarns yang dipasang tanpa garrti rugi bet'upa

ep&pun dan ctiikuli dongan pencatrutar iziu oleh pojakrt yang dituniuk.

BAB XVIU

KETANTUAN PIDANA

Pasal35

(1) W4iib Pqiak yang karcna kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

meugiri drngEn ticlak bEnar otnr tidak lenglup atau rnelatrrpirkan keterangau

, yans tidak bguar ,lefuingga me'rugikan Bguangan dsErah dapat dipidana dengart

, Fidnna krurxrgarr paling lama 1 (satu) talnut dan atau dsnda paling banyak 2

(dua) kali jumlalr paiak yang tenrmirg.

tZ;S Wajib Prjak yeng deogan sengaja tidak rnetyaururaikan SPTPD atau mengisi

tidak dangal bCInar atau tidlk lengkap atau melampirkan kotorangan yang tidak

bsna{ sehingga merugikan keuiurgfln daerah dapat dipidarra dengan piclana

Frgrua pltilrg lania 7 (dua) iarrurr dan atru iicrirla paling banyak 4

, (Ernpat) kali jtunlah pajak yatr'g l*drut*ng;'

' Pasal 36

Tindak pidana sebagainuurn dimakcud dalart Pirsal .ii ttciatt ctitunnrt setelah

nrelampaui jargka waktu 10 (eepulut, taltun sejah uaat lsnttrngnya pajak atau

bpalJriurya Masa Pidak.
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tsAts,XIX

KE'fE,NruAN PENUTI.IP

Pasal 37

Ketsntuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebiir liufjut

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal33

Pada saat Psrattu.an Daerah ini rnulai berlaku, rnaka Peratut'an D:r$rah Kabupatcn

Kediri Nomor 26'tzrhun 2001 tEntang Pajak Reklame dicabut dan din.yatakan tidak

berlaku.

Pasal 39

Psraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dirrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meineruilal*an pengutdangan Pcraturan l)act'ah

ini dengan pcnempatannya dalarn f.crnbnran Daerah Kabupatcn Kcdiri.

Ditetapkan di Koctit'i
padatanggal 28 " 8 - 2u(X,

BIJPA'TI KFJ)IRI,

T1't)

SU'I'RISNO

DiundangkSn di Kediri
padatanggal 28 -'I - 2006

\./ SEKRETARIS DAERAII KABI"IPA'I&N KEDTRI,

TTT)

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABI.IPAI LN ti LIDIIU

TAHUN 2006 NOIVIOR 8

dengau uslinya
KITDTIU
DAT]RAII
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I',E,bIJELASAN
.dTAS

PERATT.IR AN DAER AH K.,\BUPATEN I..-EDIRI

NOI\,{OR 8 TAHLI}I2006

TI]NTANG

PAJAK REKLI{Ir{F,

UMTJM:

Bafuwa Pajnk Daerah arlalah me,rupakirn ual.ah rattt *urnbor Peirclapatan Asli Daernh (PAD)

yang sang3t penting gura pclakilaflium peurerintahan dan porringkatan pembang,unltr dasah.

Dengan berlakunya Unckng-Undang Nornor 34 T'ahun 2000 tentang Pedrahan Atas lJndang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tmtang l'qiak Daor&h dan Retrtbusi DaErrilL maka Psraturan

Daeiah Kabupaten Kediri Nomor ?.6 T;dnur 2001 tentang Pajak Reklame porlu diubah dan

clisEsusikm.

$ehubungan hal terriebut diatas, malia lledu rnenggtco' kembali keterthran tentang ponum$ltim

P{iak Reklame yang ditetapkiur dalanr PErahu'an Daerah Banl

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

,, ayat (l) rr'

Cularp jelas.

ayat (2)

Culiup jela$.

ayat (3)

YarU dimaksutl'Jtng,iur :

a. ReklamE lv1Eg;rtrun adalah reklame yang tnetlggunakan laryar monitor beiupa

plogram rcklaure atau iklan bersinar dsngar garnbar dan atau tulisalt

betwama yang totr4: ata.u clapat berubah-ubah/terpmgram;

b. Rsklame Bando .Ialan adalah rcklame berkonstnrksi yang pemasangiurnya

mEtintmg diatgg jalan bnik t;rnp'rr psnYinarnn mfllpuR mrnggunakart

penyinaran dtri dalarn / clari luar;

c. Reklame 'Iiang adalah reklame yfing penu$imgannya menggunakan tiang

atau alat yang sejenisnya sEbagai penyangga;

u.

l
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d. Reklarno leprpel rrdaiair l*kliirrre yimg l"*rbuat cliu'i papi:fi, kn1u, seng-

aluudrriunr, ilt,lu tru&an lairr yinlg rejotti*, yang dipauang; cliten4lelknn,

diganhurgkui pacla biirrguitafi dail iiiitu. isiillili lairrrrya;

e. Reklams hleon Ra"'l *elalah rt":lilirri.lr b*r'trrli*arr atau t-,elganrhar yang clisinari

driti ilalanr Y*rW iiipli+rrir[g ifr,:iig;i1n r"]ilr it .lig;iitirtti11, rtitr:rrrylelkan paila tr$trgun;tn

ittarl tn*r'li1,gtt tutii;ttt ili.rI.J/;tiiii!,i:i,

, f, ftekiantrtH.*ndrn"urti ;rillinh r+ii.l;ilii': )'rrtrii riitrrirs, digarnbar, clitotnpatkmiracla

kerrdalaarr:

g" I{okliuri* R*uir:*g aikilah r*kl::rn(' }'eng ditulir; rlrn cligarnbar *tau

ditemp*tkau iratil rornbong pr(Jfilrrsi derrgan mridel ciri iihas prrusahaan;

h, lleldamE h{clckst (Slrop .Painring) ailal;rh rokiarne yang rtihriis atau digambar
'i riic*t paria barrguluuL (irir{tin6 pinnr dan robagarnya:

i, R.ukJanrc Baiitro a,rlnlah rc,lilani-s yang dihrurt ciari nipii:ke at,ru )'ang ooleni.l

dengaa monggun l k&i i,,$r''ri1g,ka dar'i l,"ayu, ilatrini ata.u ireui;

j. lleklairru &arut*r a.i;ririr r'$fi}iiilr$t y;urg dilruat clari karn, ir{MT, f{-.EXI atau

yitrtg ssjenis l'anfi p$rlliui;illgiulrtyil ciiternpelkaru dibrntang dcrrgan

nrrmg;flfurakan k*ran6,ka dirri kayu, barll,'u, [re*i fr:nnaxuk rontek, I Bannsr, X

Banner clrn rehagainyn ;

k. Reklannq $pr*etr.lk ,rehl;r.!r r'rklamc J,ang dilrrtnf du{ lurin afau [',ahan lain yrng

sejenir yiuig p$,"r1iiii:rrlgif{}ll)':r d+ugnn ciur ,Iii"*r:trngkan b;ik cliatat jaiarr

rnillrpufl clitc.urpat lirinnyii;

l. I{.eli.la$e {Jrutrui-uurbul aelali*r rtklame yiurg dihuat d*ri kain yang lrorkibar

se,parti li**dera f$m;1$anganryd: nr*ng'gunnkan bamliil kayu, besi clan

sebagainys;

m. Relcl;uur l-,ayar'l',:ko rri*lali r:.*lll;irne 1'rng di!.rut rjnrt kain atru lralmn lain

yang xej*nir Can dil:ararrg riicl,;1,a::l ntau 
'{iteni$+lkan 

Cicl;rlarn toko /,lritnga$l

ti. I{ektnne '[rlnd;i l\'cp.tit;ri ;:d;rill"r rckl;ini';;;ang tli*eimrgguakar nrurl4gunnkan

tvnda 3;irtg hert;iiiii:u:r rl;:tr bci6u:b il yii;!iu p.rudrtk t,r,'tdlrhr $tau -vimg sejsnis

xebag,ai silt'nnt ptr:tttriril

o. Ilekltrinc Poi{t*r rel*l;lr reklarlrl ;r;u.ig riihrurt deri lcrtas, plastik alau yang

:iejmis r!eng:i:: trijl,.it';:rl.iiilirerl;,rlt iri,!; cli;:llitig, lt;*r;t!rlltt ;ri;tu le*rpat lau6

tr. RekJ;:nri: Still';r;C::.:h t'::1"":"::;':rri! 'litr.li* 1::'i l:',:'i::,i, plastik atau halian

stje.nir -vlrlg trtr.1{i.i!i4:nnk;rn 1x:lekat iriirli;rfirl1genrr1'r ni,:;irlras tutup petekat

yang rdl di :;tiliili' t::ilshil: C:liuli', ti:!ek !t,r',ltirliuk )'iirlg dipa*rang pa&t

reklamrl lrlnd'r j.'1al:. ti:rnil ili'" f:,,,t,t,,'

i
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q. Rotlame Tinplatc adalah reklarno yang trerbetuk lombaran ttutpa ltet angka

yang ter{urat dar'i seng, ahrminium atarr brhan lain ycrg stjerrir;, ','rng

pemnsarginil)',r ,liten4:elk;in, digrltr.,ng!rrn i:ae!a bangunan dfin atau ditempat

lainnya;

r. Rell ame Flag chair a<lal;rlt r':l;l,tne i'rng tcrlitrat dnri p!;rstil<, ftair- kcrles atrtt

hahan tain ]'ang rs,irni;t iang ;li1rsnrg dilcurpelkan, ,iigantungkan rlirlalam

fltrngfln atlu dihtar cralrg:u iit r:r rraii:t l:'mgttnrlrlonrplt lainnyal

s. Reklmng l-)dara ailllrh rrtr1xn1Er yars direlenggatalcu: diudara rnrngguutkrn

6alon udara, t65,r6, p;:51r1sr ;ltrr: lni'rni'r ],;utg. i,lj,:nisr

t. Rektrarne Kata1o61 adal;th relllrm,: 1'ang tredrtnluli lnutreran atau lipntan nlatr

buku yang mEmuflt hargr, garnl,ar prnehrk yarg diprornosikan dan lain'lairr

yang disolcrrnlgat'akan d+ngin ,;ara ,lilrtrrik;in atru dlpal climrnta drng:n

kct$ntuan lidak un&rk dilempe lltan, ilih:l;rtkan" rligaltrnrgkan, dipasang parlo

tempel lain;

u. Roklame Selebal'rn a,'ialah lcklams yang br:r:bentuk lembaran paling besar' 1

(satu) ftrlio yaug diiolpng;gatllran tlengan cnltr ditebarktu! dibsrikan al;ru

dapat dimintn dsrrgirn liuhrrlunn tidak untuk ditompolkan, dilekalkau

diganfixrg patl;r tornpat tainnya (f.ermauuk pamflet, brosur, loaflot)l

v. I(eklame Pemgaan adalah tr:klamr: yarlg diselc.nggiitlka clt l.g:rn ciltil

momperagakarr proriuii yang ;liiklarkalr'

w. Reklet:,.,:i Lcdarg irrt;rio.h reltla::,s i,'au1r disclmggareltan dergan cara keliling

menggullaksn ltata-klta ytu1g diucflpkan atau dengan alat pengeras suara;

x. Rcklame Film l\rxrrosi adaklt reklanrt: yang diselenggarakan tlengan cara

mgnrutat film ll'ornoiri ruat p'o(luk. traik diltrar fiutupun di.dalam gcdturg;rtau

bangunaru

y. Itekluno $lide arialalr rokigme yang pcnyelenggarnannya mefiiper8tmakan

kliso atau alat-alat lain yang rojenis yang aelanjutnya dipaacarkan pada layar

putih alau rsjanisnva.



Pasal3

Cukupjelaa;

Pasal 4

Culiup jelai .

Pasal 5

Cukup jghr,.

Pasal 6

' Culiupjelas.

Pasal 7

C\rl,'tP jslas.

Pasal I
Cukup jela:.

Pas&l 9

C\rkup jolu.

Paral 10

' Orkup jalas.

Passl 1l

Cularp jelar.

Pasal 12

Cbkupjeias.

Pagal 13

C\rkupjelas.

Pasal l4

Cukup jelas.

Pasal 15

Chkqr je lar.

Pasat 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukr:p jelas.

Pasal 18

Cukrp jelas.

Pasal 19

(fukrtp jelal.

Pasal 20

Cukup jelas.


